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ABSTRACT 

This research was conducted in North Central Timor Regency regarding 
Foundation Legal Entities that have not made adjustments to the 
Foundation Articles of Association in accordance with Law No. 16/2001 
and PP No. 2/2013 and as a result of the law if the foundation organ does 
not immediately make adjustments to the Foundation's Articles of 
Association based on laws and regulations, the institution cannot use 
foundation sentences. To achieve this goal, the author uses the technique 
of the approach of legislation (state approach) and concept approach 
(conceptual approach). The results of this study show that there are still 
many Foundation Legal Entities in North Central Timor regency that have 
not made adjustments to the Articles of Association of Foundation Legal 
Entities in accordance with the Foundation Law, in addition to the results 
of research, the author also found things that are factors that inhibit the 
implementation of Law No. 16/2001. These inhibitory factors include that 
many people do not know about the latest rules related to the foundation. 

Kata Kunci  Implementation, Adjustment of the Foundation's Articles of Association. 

 

 

PENDAHULUAN 

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, 

dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan memiliki organ-

organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Masing-

masing memiliki kewenagannya sendiri-sendiri (Borahima:2010).  

Badan Hukum Yayasan lahir setelah akta pendirian yayasan yang dibuat 

oleh Notaris disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia yang dimohonkan oleh Notaris secara elektronik melalui Sitem 

Administrasi Badan Hukum (R.Murjianto: 2011). 

Dasar hukum Yayasan saat ini yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132). 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430). 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4894). 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013, No 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5387). 

Dalam tulisan ini menunjukan bahwa masih banyak Badan Hukum 

Yayasan yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara  belum melakukan  

penyesuaian Anggara Dasar Badan Hukum Yayasan, Bahwa yang dimaksud 

dengan Yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar  yaitu : 

a. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2001 tentang yayasan, baik yang sudah atau tidak   didaftarkan di 

pengadilan negeri setempat. 

b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2001 tentang yayasan tetapi sampai dengan berlakunya Peraturan 

Pemerintah    Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

tentang yayasan, tidak diurus status badan hukumnya ke Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan konsep 

(conseptual approach) yaitu untuk menelaah semua peraturan perundang-

undangan serta regulasi terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang 

dihadapi. Setelah permasalahan dianalisis dengan peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang terkait kemudian sesuai dengan pendekatan 

conceptual approach untuk dijadikan dasar pijakan membangun argumentasi 

hukum yang digunakan dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi 

sebagai jawaban (solusinya). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Undang-Undang Yayasan 

Kondisi Yayasan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4132) dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) serta Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894), menegaskan Yayasan yang 

tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diwajibkan dalam 

Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan dalam angka 20 tentang perubahan 

terhadap Pasal 71 Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Yayasan 

dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, maka Yayasan tidak 

dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan harus melikuidasi 

kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan. 

Terhadap substansi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 

tersebut dapat ditafsirkan, Yayasan dalam keadaan seperti itu, dapat langsung 

dilikuidasi tanpa ada pembubaran, yang berarti, Yayasan tersebut dianggap 

telah bubar demi hukum. Sehingga terhadap Yayasan dapat dipergunakan 

kalimat ”Yayasan Dalam Likuidasi” hal ini berkaitan dengan penggunaan 

kalimat ”tidak dapat lagi menggunakan Yayasan di depan namanya”. 

Meskipun demikian agar sesuai dengan kaidah berakhirnya suatu institusi 

yang berbadan hukum, yaitu setiap pembubaran wajib diikuti atau 

ditindaklanjuti dengan likuidasi, maka untuk Yayasan seperti tersebut di atas 

harus dilakukan likuidasi dan dibentuk Likuidator. 

Dalam kaitan ini perlu dilihat dan dikaji ketentuan-ketentuan mengenai 

pembubaran Yayasan sebagaimana tersebut pada Pasal 62 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UUY), 

menentukan alasan Yayasan bubar, antara lain karena : 

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; 

2. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai 

atau tidak tercapai; 

3. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

berdasarkan alasan: 

a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 
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b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 

c. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya 

setelah pernyataan pailit dicabut. 

Bahwa alasan Yayasan bubar, juga dapat berdasarkan alasan lain, yaitu 

sebagai mana tersebut dalam Pasal 71 ayat (3) UUY yang dikaitkan kedudukan 

Yayasan tidak memenuhi prosedur yang sudah ditentukan sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 71 ayat (2) dan (3), antara lain : 

1. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah : 

a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia; atau 

b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan 

kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, 

dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak 

mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib 

menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-

undang ini. 

2. Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada 

Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. 

3. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan 

berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak 

yang berkepentingan. 

Ketentuan Pasal 71 UUY dapat diuraikan atau ditafsirkan sebagai berikut : 

a. Pasal 73 UU YYS – UU YYS mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung 

sejak tanggal diundangkan. UU YYS diundangkan pada tanggal 6 

Agustus 2001, mulai berlaku setahun kemudian atau pada tanggal 6 

Agustus 2002. 

b. Pasal 71 ayat (1) huruf b dan b UU YYS, menegaskan bahwa YYS 

yang didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di 

pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari 

instansi terkait, maka agar tetap diakui sebagai Badan Hukum. 

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU YYS wajib 

menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU YYS. 

c. UU YYS mulai berlaku 6 Agustus 2002, masa penyesuaian anggaran 

dasar Yayasan, yaitu 5 (lima) tahun, maka berakhir 6 Agustus 2007. 

d. Pasal 71 ayat (2) UUY, menegaskan penyesuaian anggaran dasar 

yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) 

tahun setelah pernyesuaian. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 
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Agustus 2007, dan jangka waktu pelaporan, terakhir 6 Agustus 

2008. 

e. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU YYS, masa 

Penyesuaian anggaran dasar yayasan telah berakhir pada tanggal 6 

Agustus 2007, dan pelaporan penyesuaian anggaran dasar yayasan 

juga telah berakhir pada tanggal 6 Agustus 2008. 

Pasal 71 UUY diubah sebagaimana tersebut dalam angka 20 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berbunyi sebagai 

berikut : 

a.    Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang : 

1) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau 

2) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin 

melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai 

badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling 

lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini 

mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran 

Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. 

b.   Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status 

badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya 

dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan 

permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat  I 

(satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai 

berlaku. 

c.   Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan 

kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan 

penyesuaian. 

d. Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan 

kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan 

berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau 

pihak yang berkepentingan.” 

Pasal II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 

Yayasan,menegaskan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun 

terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Substansi kedua pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut : 

1. Pasal II UU P-YYS mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 

diundangkan. UU P-YYS diundangkan 6 Oktober 2004 dan UU P-YYS 

mulai berlaku 6 Oktober 2005. 

2. Angka 20 UU P-YYS menegaskan bahwa, Yayasan yang didaftarkan di 

pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia atau didaftarkan di pengadilan negeri dan 

mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, maka agar 

tetap diakui sebagai badan hukum, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 

sejak berlakunya UU P – YYS wajib menyesuaikan anggaran dasarnya 

dengan ketentuan UU P-YYS. 

3. UU P-YYS mulai berlaku 6 Oktober 2005, masa penyesuaian anggaran 

dasar, yaitu 3 (tiga) tahun, maka berakhir 6 Oktober 2008. 

4. Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU P-YYS menegaskan penyesuaian anggaran 

dasar yayasan wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) 

tahun setelah pernyesuaian. 

5. Jangka waktu terakhir penyesuaian 6 Oktober 2008, dan jangka waktu 

pelaporan hasil penyesuaian berakhir tanggal 6 Oktober 2009. 

6. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU P-YYS, masa 

penyesuaian anggaran dasar yayasan telah berakhir pada tanggal 6 

Oktober 2008, dan jangka waktu pelaporan penyesuaian anggaran 

dasar akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2009. Dengan kata lain 

yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU YYS wajib 

menyesuaikan anggaran dasarnya pada tanggal 6 Oktober 2008 dan 

melaporkan hasil penyesuaiannya paling lambat pada tanggal 6 

Oktober 2009. 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka ada konsekuensi hukum 

yaitu yayasan yang tidak memenuhi ketentuan di atas (H.Subekti dan Mulyoto: 

2011), harus mengikuti ketentuan yang tersebut dalam Pasal 39 Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Tentang Yayasan, yaitu : Yayasan yang belum memberitahukan kepada 

Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 

(3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan 

namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan 

harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. 

Pasal 68 UUY berbunyi sebagai berikut : 
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1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang 

mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang 

bubar. 

2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain 

yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada 

Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan 

tujuan Yayasan tersebut. 

Dengan demikian alasan Yayasan bubar secara limitatif ada (6) enam 

alasan berdasarkan Pasal 62, 71 UUY dan angka 20 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu : 

1. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; 

2. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai 

atau tidak tercapai; 

3.  yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 

4. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 

5.  harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah 

pernyataan pailit dicabut. 

6. tidak memenuhi Pasal 71 UUY dan angka 20 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. 

Bahwa kondisi Yayasan sebagaimana tersebut di atas, artinya Yayasan 

yang tidak pernah melakukan penyesuaian sampai dengan batas akhir 

penyesuaian tanggal 6 Oktober 2009 dan batas pelaporan hasil penyesuaian 

tanggal 6 Oktober 2009, maka Yayasan seperti itu berdasarkan Pasal 39 PP No. 

63/2008 harus dilikuidasi. 

Jika ketentuan Pasal 39 PP No. 63/2008 dilaksanakan akan menimbulkan 

stagnasi untuk yang telah berjalan selama ini dan juga dalam kenyataannya 

masih banyak Yayasan yang tidak pernah melakukan penyesuaian anggaran 

dasarnya dengan Undang-undang Yayasan tersebut eksistensinya masih ada 

dan tetap menjalankan kegiatannya. Yayasan seperti itu dapat disebut sebagai 

Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya tidak harus 

dilikuidasi tapi Yayasan tersebut dapat dihidupkan kembali berdasarkan PP 

No. 2/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 

2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. 
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Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 

Dalam PP No. 2/2013 tersebut ada 2 (dua) pasal yang sangat penting 

untuk menyelesaikan Yayasan yang tidak melakukan penyesuai anggaran 

dasar yayasan tersebut, yaitu: 

1.    Pasal 15 A : 

Pasal 71 ayat 2 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah lewat 

waktu batas waktu penyesuaian untuk memperoleh status badan hukum dan 

berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 ayat 1 juncto Pasal 15 A Peraturan 

Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

tentang Yayasan dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah 

nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, 

“YAYASAN TIDAK TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI DAN/ATAU 

TIDAK MEMPUNYAI TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 A tersebut bahwa Yayasan yang tidak 

terdaftar di pengadilan negeri dan/atau tidak mempunyai Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia dapat dihidupkan kembali atau dilakukan 

permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang 

sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, 

permohonan pengesahan dilampiri : 

a. salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan 

asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang 

bersangkutan; 

b. laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir 

secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan 

diketahui oleh instansi terkait; 

c. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah 

dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan; 

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh 

notaris; 

e. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang 

ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau 

kepala desa setempat; 

f. pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai 

kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar; 

g. surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan 
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h. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan. 

2.    Pasal 37 A : 

Pasal 71 ayat 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah lewat 

waktu batas waktu penyesuaian untuk memperoleh status badan hukum dan 

berdasarkan ketentuan pada Pasal 37 ayat 1 juncto Pasal 37 A Peraturan 

Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

tentang Yayasan dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah 

nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan “ 

YAYASAN TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI DAN/ATAU 

MEMPUNYAI TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA”. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 A tersebut bahwa Yayasan yang  terdaftar 

di pengadilan negeri dan/atau  mempunyai Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia dalam hal perubahan Anggara Dasar sebagaimana dimaksud dalam  

pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk yayasan yang sudah tidak dapat 

menggunakan kata “yayasan” didepan namanya dengan cara merubah seluruh 

anggaran dasar yayasan  dan mencantumkan seluruh kekayaan Yayasan yang 

dimiliki pada saat penyesuain berasal dari Yayasan dan data mengenai nama 

dari anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas yang diangkat pada saat 

perubahan dalam dalam rangka penyesuaian Anggara Dasar tersebut , 

permohonan perubahan  dilampiri : 

a. salinan akta perubahan seluruh anggaran dasar  yang dilakukan dalam 

rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang; 

b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta 

pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan 

negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; 

c. laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum 

penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dan 

diketahui oleh instansi terkait; 

d. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah 

dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan; 

e.  fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh 

notaris; 

f.  surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan 

yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah 

atau kepala desa setempat; 
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g.  neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ 

Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada 

saat penyesuaian; 

h. pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi 

Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, 

bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan 

i. bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar 

Yayasan dan pengumumannya. 

Tata Cara Penyesuaian 

Siapa yang harus menghadap Notaris berdasarkan Pasal 15 A atau 37 A 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 untuk melakukan pengesahan dan 

penyesuaian/perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut ? 

1.    PASAL 15 A PP NO. 2/2013 “PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN”. 

a. organ (organ-organ) yang tersebut dalam anggaran dasar yayasan 

(pendirian pertama kali / pendirian awal yang tercantum dalam 

akta pendirian Yayasan) yang diberi kewenangan berdasarkan 

anggaran dasar yayasan/organ (organ-organ),  orang/mereka yang 

masih menjabat pada organ tersebut. untuk melakukan perubahan 

anggaran dasar yayasan. Jika ternyata orang/mereka yang menjabat 

pada organ tersebut sudah meninggal dunia atau telah 

mengundurkan diri atau tidak diketahui lagi alamatnya, dan atas 

kejadian/keadaan tersebut belum dilakukan perubahan secara 

tertulis, maka mereka yang aktif melakukan kepengurusan dalam 

Yayasan tersebut untuk membuat Pernyataan kronologis 

keadaan/kejadian tersebut (dibawah tangan) dan cantumkan pula 

susunan kepengurusan yang terakhir. 

b. Pengurus Yayasan yang tersebut dalam akta terakhir/Pernyataan 

tersebut untuk melakukan rapat langsung di hadiri Notaris atau 

membuat berita acara rapat pengurus di bawah tangan (untuk 

kemudian di buat Pernyataan Keputusan Rapat dengan akta 

Notaris) dengan agenda perubahan anggaran dasar Yayasan untuk 

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Yayasan. 

c. Dalam Premisse akta cantumkan semua akta Notaris/dibawah 

tangan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

dengan Yayasan. 

d.  Dalam Premisse cantumkan pula semua Pernyataan yang 

dipersyaratkan (huruf a sampai h Pasal 15 A). 
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e. Jika nama yayasan telah dipakai oleh yayasan lain (yang sudah 

berbadan hukum) atau gunakan nama yang sama dan tambahkan 

pembeda, misalnya : nama kelurahan/kecamatan sesuai domisili 

yayasan. 

f. Maksud dan tujuan yayasan,  kegiatan yayasan, harus sesuai dengan 

surat pernyataan yang telah diketahui oleh instansi yang 

berwenang. 

g. Domisili yayasan  harus sesuai dengan surat pernyataan domisili 

dan telah diketahui oleh kelurahan/kepala desa setempat. 

h. Pencantuman kekayaan awal yayasan (Pasal 5 Anggaran Dasar 

Yayasan),  harus sama dengan pernyataan/laporan harta kekayaan 

yayasan yang telah ada. 

i. Untuk pengesahan penyesuaian tersebut ke Kementerian Hukum 

dan HAM Republik Indonesia kirimkan semua persyaratan yang 

diminta yang tersebut dalam huruf a sampai dengan h Pasal 15 A 

dan kirimkan pula semua tanda bukti setoran PNBP untuk Yayasan. 

2.    PASAL 37 A PP NO. 2/2013 “ PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

YAYASAN”. 

a. organ (organ-organ) yang tersebut dalam anggaran dasar yayasan 

(pendirian pertama kali/pendirian awal yang tercantum dalam akta 

pendirian Yayasan) yang diberi kewenangan berdasarkan anggaran 

dasar yayasan/organ (organ-organ) atau orang/mereka yang masih 

menjabat pada organ tersebut. untuk melakukan perubahan anggaran 

dasar yayasan. Jika ternyata orang/mereka yang menjabat pada organ 

tersebut sudah meninggal dunia atau telah mengundurkan diri atau 

tidak diketahui lagi alamatnya, dan atas kejadian/keadaan tersebut 

belum dilakukan perubahan secara tertulis, maka mereka yang aktif 

melakukan kepengurusan dalam Yayasan tersebut untuk membuat 

Pernyataan kronologis keadaan/kejadian tersebut (dibawah tangan) dan 

cantumkan pula susunan kepengurusan yang terakhir. 

b. Pengurus Yayasan yang tersebut dalam akta terakhir/Pernyataan 

tersebut untuk melakukan rapat langsung di hadiri Notaris atau 

membuat berita acara rapat pengurus di bawah tangan (untuk kemudian 

di buat Pernyataan Keputusan Rapat dengan akta Notaris) dengan 

agenda perubahan anggaran dasar Yayasan untuk berdasarkan dengan 

peraturan perundang-undangan Yayasan. 

c. Dalam Premisse akta cantumkan semua akta Notaris/dibawah tangan 

yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan 

Yayasan. Dan cantumkan pula bahwa Yayasan telah terdaftar di 
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Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dengan menyebutkan nomor 

pendaftaran, tanggal, bulan, tahun. 

d. Dalam Premisse cantumkan pula semua Pernyataan yang dipersyaratkan 

(huruf a sampai i Pasal 37 A). 

e. Jika nama yayasan telah dipakai oleh yayasan lain (yang sudah berbadan 

hukum) atau gunakan nama yang sama dan tambahkan pembeda, 

misalnya: nama kelurahan/kecamatan sesuai domisili yayasan. 

f.  Maksud dan tujuan yayasan, kegiatan yayasan, harus sesuai dengan 

surat pernyataan yang telah diketahui oleh instansi yang berwenang. 

g. Domisili yayasan, harus sesuai dengan surat pernyataan domisili dan 

telah diketahui oleh kelurahan/kepala desa setempat. 

h. Pencantuman Neraca awal yayasan (Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan), 

harus sama dengan pernyataan/laporan harta kekayaan yayasan yang 

telah ada. 

Untuk pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia kirimkan semua persyaratan yang diminta yang tersebut 

dalam huruf a sampai dengan i Pasal 37 A dan kirimkan pula semua tanda 

bukti setoran PNBP untuk Yayasan. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa di Kabupaten Timor Tengah Utara 

masih adanya Anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang 

Undang Yayasan  yang belum disesuaikan dengan adanya Undang Undang 

Yayasan. Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang yayasan 

harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 dimana 

terdapat 2 (dua) opsi, yaitu bagi yayasan yang masih tetap diakui sebagai 

badan hukum dengan berdasarkan pasal 37 A dan yayasan yang sudah tidak 

diakui sebagai badan hukum dengan berdasarkan pasal 15 A, akibat hukum 

akta yang dibuat oleh notaris tidak membuat penyesuaian Anggran Dasar 

yayasan sesuai dengan perundang-undangan mengenai yayasan akan 

berpengaruh terhadap Akta yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum. Dapat dibatalkan dimaksudkan bahwa subyek hukum/penghadapnya 

tidak memenuhi legal standingnya atau/tidak kurang lengkap misalnya tidak 

semua mantan pengurus hadir dalam rapat pengurus yayasan lengkap 

menjelang penyesuaian, sedangkan batal demi hukum bahwa dalam akta yang 

dibuat oleh Notaris, penyesuaian tidak mendasarkan atau melanggar pasal 37 

A atau Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.  Dalam 

menangani Yayasan berdasarkan Pasal 15 A dan 37 A PP Nomor 2/2013 

terlebih dahulu Notaris untuk melakukan Legal Audit terhadap semua bukti 
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yang ada agar diperoleh kesinambungan dan kesesuaian antara fakta dengan 

data yang ada dan organ yayasan perlu memahami ketentuan mengenai 

yayasan. Notaris dapat dikenakan sanksi administrative ataupun sanksi 

perdata dan klien atau organ yayasan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Habib Adje: 2008). Dalam melakukan 

proses penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan yayasan berdasarkan pada 

rapat yang dihadiri oleh semua pihak yang terkait dengan organ yayasan 

(pendiri, penggurus dan pengawas) dan tetap berpedoman pula pada pasal 

1320 KUHPerdata. 

Adapun Faktor yang menghambat yang menyebabkan banyak yayasan 

yang belum menyesuaikan anggaran dasar yayasan dikarenakan ketidaktahuan 

organ yayasan mengenai ketenteuan terbaru mengenai yayasan dan ketidak 

tersediaan jasa akuntan publik terkait perhitungan neraca/laporan harta 

kekayaan yayasan. 

Saran 

1. Pemerintah dalam hal ini Kementrian  Hukum dan Hak Asasi Manusia 

perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yayasan-

yayasan yang belum menyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai 

dengan ketentuan. 

2. Pemerintah perlu melakukan penertiban kepada yayasan yang sampai 

saat ini belum melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai 

dengan ketentuan. 
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